SUPERIORITAS LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN

Sebuah Kasus Ketidak’arifan

Diskursus status kaum perempuan1  dan kedudukannya dalam kehidupan sosial, kian hari semakin mendapatkan perhatian besar di berbagai komunitas. Apalagi dalam kontek masyarakat yang secara umum bersifat patriarki. Di mana kaum lelaki merasa mempunyai kelebihan dan kedudukan lebih tinggi ketimbang perempuan. Gejala ini muncul karena selama ini wacana “keperempuanan” selalu didominasi oleh isu laki-laki, tanpa ada usaha untuk melihat realitas yang lebih kongkrit. Sehingga tanpa disadari, kita sendiri sering terjerumus dalam praktek misoginy; sebuah praktek untuk melakukan penindasan terhadap kaum perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun selama ini praktek ketidakadilan gender tidak selalu dilakukan oleh lelaki terhadap perempuan. Namun kadang perempuan sendiri mempunyai mentalitas untuk menerima kondisi yang berlaku tanpa usaha untuk menelitinya lebih jauh.  Atau juga karena relasi kekuasaan gender yang berlangsung di masyarakat, umumnya yang menjadi korban kekerasan gender adalah kaum perempuan. Sayangnya, ketidakadilan tersebut belum bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk oleh sebagian besar kaum perempuan yang menjadi korbannya. Ini disebabkan antara lain karena mereka belum memiliki kesadaran dan kepekaan gender. 


Walau dalam kontek yang lebih luas, sebenarnya tidak ada seorang pun membantah bahwa agama-agama yang dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam Islam konsep "rahmatan li al âlamîn" menegaskan komitmen itu. Ide normatif tadi secara jelas terumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh Imam al-Ghozali dengan istilah "al-kulliyât al-- khams" atau "al-- dloruriyât al-khams", yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta.2) Lima hak dasar ini bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Di sisi lain, perwujudan perlindungan lima hak itu mengakomodasikan kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis dan jenis kelamin. Atas dasar ini semua pemikiran, tindakan dan sistem apapun yang melegitimasi praktek penindasan, diskriminasi, marginalisasi dan misoginis terhadap siapapun, termasuk kaum perempuan harus ditolak demi agama dan kemanusiaan. 3) 
Asumsi ini didasarkan atas kenyataan semakin banyaknya tindak kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan terhadap perempuan. Baik kekerasan yang berbentuk fisik semisal, penganiayaan, pemerkosaan hingga pembunuhan, ataupun yang berbentuk psikhis, seperti penghinaan, pemaksaan, pelecehan seksual dan hilangnya rasa aman. Kekerasan merasuki hampir semua aspek kehidupan dari politik, ekonomi, sosial, budaya - hingga interaksi dalam keluarga. Terlihat dari kurangnya apreseasi mereka terhadap status perempuan. Versi yang paling ekstrim dari kekerasan adalah pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang dari hari ke hari semakin bertambah prosentasasenya. Posisi perempuan sebagai obyek kekerasan lebih banyak disebabkan oleh sistem politik yang terus berkembang, baik yang mengarah langsung kepada perempuan ataupun implikasi yang dihasilkannya. Faktor politik lebih dominan peranannya sebagai pendukung kekerasan terhadap perempuan di sektor publik. Sedang di sektor domestik, politik kemapanan laki-laki lebih dominan. Artinya, laki-laki cenderung mapan dan berusaha mempertahankan posisinya dengan berbagai "wasîlah". Proses ini seakan memperoleh legitimasi dari kebijakan pemerintah yang secara tidak sengaja, telah memarjinalkan peran perempuan dengan mengatakan bahwa posisi perempuan adalah wilayah domestik, sementara publik adalah wilayah laki-laki. Kaum perempuan dibatasi perannya hanya pada wilayah domestik, wilayah keluarga. Hingga dalam masyarakat berkembang ungkapan, dunia perempuan adalah dapur, sumur, kasur. Serta ungkapan-ungkapan lain yang merendahkan posisi wanita. Bahkan secara ekonomis pun perempuan bergantung kepada laki-laki. Mereka tidak mempunyai hak, tidak mempunyai power dan kontrol terhadap apapun, sehingga dalam pengambilan keputusan mereka tidak berdaya apa-apa. Karena mereka bergantung kepada laki-laki, yaitu suami. Lebih lanjut ketidakadilan dan kekejaman terhadap kaum perempuan masih tumbuh subur dalam setiap segmen kehidupan yang lebih nyata. 
Usaha Dan Realita Menuju Kesetaraan

Kenyataan-kenyataan ini mendorong aktivis gerakan feminisme untuk mengajukan gagasan tentang pembelaan nasib perempuan yang diwujudkan lewat aksi dan perjuangannya dalam membebaskan perempuan dari kedudukan subordinatif, represif dan marginal,  menuju kedudukan yang seimbang. Feminisme kemudian menjadi gerakan global dengan segala kontroversinya. Gerakan yang di dalamnya ada kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya menderita, tertindas atau terdiskriminasi maka harus ada usaha untuk menghentikan itu semua dengan sebuah gerakan yang tersusun secara rapi dan sistematis. Intinya gerakan ini hadir sebagai usaha untuk memperjuangkan keadilan gender atau pola interaksi yang adil dan demokratis. Di sini letak persamaannya dengan Islam yang juga berbicara mengenai keadilan. Walau pada kenyataannya ketidakadilan dalam relasi gender paling banyak terjadi dalam praktek-praktek keagamaan. Pada awalnya, memang gerakan feminisme lebih banyak bergerak di wilayah "sekular". Mungkin karena asal feminisme yang memang berasal dari Barat.  Sehingga untuk berbicara dalam wilayah "agama" selalu dibayangi rasa takut. Sebab, berbicara masalah feminisme dalam perspektif agama senantiasa terbentur unsur-unsur ketidaktahuan dan premis “tanpa dasar”. Padahal banyak praktek-praktek yang mengatasnamakan agama, pada kenyataannya bertentangan dengan hak asasi atau keadilan. 

Dibanding isu-isu lain semisal, politik, ekonomi dan konsep negara sekalipun, perkembangan gerakan feminisme tergolong lambat. Karena mereka menganggap persoalan gender seakan-akan sudah selesai dan sempurna. Ada semacam doktrin yang ditanamkan tentang keharusan untuk mengakui seperioritas kaum lelaki. Padahal anggapan bahwa perempuan telah memperoleh hak-haknya belum bisa dibuktikan. Munculnya problem-problem internal di wilayah domestik justru menguatkan statemen ini. Cobalah kita teliti sepintas, dalam lingkup yang paling sederhana saja di tingkat mahasiswa kita, banyak kita temukan perempuan yang mengalami hambatan-hambatan psykologis dan sosial. Dalam forum diskusi misalnya, perempuan yang aktif berbicara atau mengemukakan pendapat akan mendapatkan respon sinis, bahkan komentar bahwa perempuan tidak seharusnya begitu. Apalagi dalam lingkup organisasi intra atau ekstra akan muncul suara-suara yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa memimpin. Perempuan cukup menjadi notulen atau “pemanis” acara saja. Sehingga kalau ada perempuan yang vokal, aktif dan kritis terhadap banyak hal, akan dituduh macam-macam. Mereka hanya dianggap sebagai objek dan sering dijadikan “pion-pion” saja ketika terjadi perebutan kekuasaan. Malah kadang ironis, seorang perempuan dipacari demi kepentingan politik semacam itu. Perempuan adalah wayang sementara laki-laki adalah dalangnya. Karena itu, ide feminisme harus mulai digulirkan atau ditumbuhkan di kalangan perempuan Islam. Seharusnya perjuangan tersebut menjadi bagian dari perjuangan hidup mati perempuan itu. Karena tercapainya keadilan merupakan jati diri cita-cita keperempuanan.

Secara konsepsional ide kesetaraan laki-laki dan perempuan telah ada dalam sistem etika Islam. Bahkan praktis gerakan perempuan juga telah muncul pada awal Islam. Pada masa ini perempuan dapat melakukan aktifitasnya secara leluasa dan tidak dibedakan dengan aktifitas yang dilakukan oleh laki-laki. Boleh dikatakan masa Nabi merupakan masa kehidupan yang ideal bagi perempuan. Walaupun sebagaimana disinggung oleh Dr. Ing. Mohammad Syahrûr, keleluasaan yang dimiliki oleh perempuan di masa Nabi tidak begitu saja diperoleh dengan mudah. Tapi melalui tahapan-tahapan ketat dan serentetan prasyarat yang mesti dipenuhi. Sebelum Islam datang, proses "pembebasan" perempuan dimulai dari pembebasan perbudakan, baru kemudian diteruskan dengan hak-hak lainnya.4). Di sisi lain kaum “feniminis” hampir sepakat bahwa agama yang diwahyukan -- Islam, Yudaisme dan Kristen -- adalah agama “seksis”. Artinya, agama-agama tersebut adalah agama dengan citra Tuhan yang laki-laki  dan kepemimpinan laki-laki, yang pada ujungnya melegitimasi superioritas laki-laki baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Padahal agama menurut Djohan Effendi adalah unsur utama pembentukan kesadaran sosial dan determinan atas berbagai tradisi yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian -- menurut pandangan mereka -- superioritas laki-laki mendapat "pembenaran" agama. Fungsi agama yang berubah menjadi otoriter yang oleh Wardah Hafidz disinyalir, karena faktor penafsiran manusia terhadap teks-teks keagamaan yang cenderung subyektif. Penafsiran itu dipengaruhi oleh tradisi dan nilai yang hidup di masyarakat. Kalau dilihat apa yang dilakukan Nabi di Madinah pada tahun keempat hijriah, ketika beliau menetapkan perempuan boleh mewarisi (menerima waris). Sebenarnya dalam hal ini Nabi SAW mulai mencoba mengubah tradisi yang ada, yakni tradisi yang tidak memanusiakan kembali perempuan yang semula dibendakan. Sayang sepeninggal Nabi, tradisi harîm yang membendakan perempuan dimunculkan kembali, bahkan dikembangkan demi sebuah survivalisasi. 5) 
Padahal al-Qur'ân berulangkali secara tegas mewartakan prinsip kesetaraan di antara ummat manusia, termasuk kesetaraan antara lelaki dan perempuan. Bagi Allah, sebagaimana digarisbawahi al-Qur'ân, perbedaan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang bukanlah jenis kelaminnya, melainkan ketakwaannya pada Allah. Penegasan ini secara jelas digambarkan oleh al-Qur'an dalam ayat-ayat, misalnya; 6) "Hai manusia ! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu bagi Allah, ialah yang paling bertakwa di antara kamu" (Q.S. 49:13). Begitu juga dalam surah al-Taubah ayat 71, prinsip hubungan kemitraan antara lelaki dan perempuan begitu jelas diwartakan, "Orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, sebagian mereka adalah pelindung bagi yang lain. Mereka sama-sama (memikul tanggung jawab moral dan sosial dengan) menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya". Dengan demikian merujuk pada ayat-ayat al-Qur'ân tersebut ditambah dengan ayat-ayat lain, misalnya al-Nisâ':124, al-Nahl : 97, jelas bahwa kedudukan, hak dan tanggung jawab mereka sebagai manusia bobotnya sama belaka, di depan Allah, di antara sesama manusia maupun di dalam keluarga. Penegasan kesetaraan diantara umat manusia ini, yang mengatasi batas-batas jenis kelamin, status sosial, politik, ras dan suku bangsa menjadi semangat dasar pewahyuan al-Qur'ân, dan sekaligus menjadi inti pewartaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. 

Berangkat dari potret itu setidaknya kita patut bertanya, bagaimana Islam sebagai agama yang "rahmatan li - al ‘âlmin" membiarkan berkembangnya kekerasan dan sikap ketidakadilan terhadap perempuan ? Pertanyaan ini relevan mengingat diakui atau tidak, agama (sekurang-kurangnya penafsiran atas teks agama) merupakan faktor penting tumbuhnya budaya tertentu yang pada akhirnya, mempengaruhi perilaku masyarakat. Atau paling tidak, dalam kontek Islam betapa pun al-Qur'ân secara tegas mengumandangkan warta kesetaraan antara lelaki dan perempuan, dan jelas-jelas mengobarkan spirit egalitarian di antara umat manusia seperti ditunjukkan di atas, namun Riffat Hassán melihat; 

…….."selama berabad-abad dalam sejarah Islam, sumber-sumber ini (al-Qur'ân dan Hadîst) ditafsirkan melulu oleh lelaki Muslim, yang merampas tugas untuk merumuskan definisi status ontologis, teologis, sosiologis, dan eskatologis kaum perempuan muslimât." 7) 

Kalau kita menengok kembali pandangan teologis yang dianut selama ini, kita akan menemukan pemahaman yang berurat-akarkan bahwa kekuasaan hirarkis laki-laki atas perempuan adalah ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah. Hal semacam ini biasanya terbentuk oleh pemahaman firman Tuhan bahwa laki-laki adalah "qawwâmûn" atas perempuan. Kata "qawwâmûn" oleh sebagian mufassir diartikan sebagai pemimpin, penanggung jawab, pelindung, penguasa dan sejenisnya. Biasanya, argumen yang dikemukakan bagi hak kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah karena laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan. Jenis pema'naan seperti ini juga diperkuat oleh pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan khususnya suami-istri 8) 


Demikianlah, hirarki kekuasaan laki-laki atas perempuan memperoleh pembenaran teologis. Yang pada tataran realitas sosial, pandangan ini sering dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi tindakan superioritasnya, termasuk kekerasan terhadap kaum perempuan, baik dalam wilayah sosial, politik, ekonomi, ritualnya. Implikasi selanjutnya, secara pelan-pelan tumbuh anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya, sehingga ia harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki. Yang pada gilirannya keyakinan ini akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan secara fisik maupun mental. Jika demikian, pemahaman keagamaan yang ada selama ini telah memberikan andil yang tidak kecil terhadap pelanggaran ide normatif Islam itu sendiri. Untuk itu, jelas diperlukan kerendahan hati untuk menelaah dan mencermati ulang penafsiran yang dirasakan tidak mampu menjaga hak-hak kaum perempuan. 
Perempuan Dalam Syariah; Perspektif  Ayat Gender


Praktek hirarki laki-laki terhadap perempuan ternyata tidak saja berlaku untuk dataran sosial –hubungan antar individu. Lebih dari itu, kitab suci pun tidak luput dari praktek semacam itu, meskipun beberapa doktrin agama telah menggariskan norma-norma baru yang mengatasi kecenderungan tersebut. Namun, sikap sosial yang merendahkan perempuan  tersebut sudah begitu meluas sehingga norma norma kitab suci yang bersifat progresif berubah menjadi terpengaruh dan ditafsirkan sesuai sikap mental yang berlaku. Karenanya masyarakat yang didominasi oleh laki-laki sering memanfaatkan norma-norma yang egaliter terhadap perempuan di dalam kitab-kitab suci, justru untuk mengukuhkan dan melegitimasi kekuasaan mereka. Sehingga al-Qur’ân yang dikenal lebih liberal dalam memperlakukan perempuan (dibanding kitab-kitab lain) juga mengalami nasib yang sama, termanipulasikan.


Selaras dengan pandangan ini, Nawâl Sa’dâwi 9) juga berpendapat bahwa agama mempunyai peran dalam menciptakan kondisi yang tidak obyektif, terkesan melecehkan perempuan. Menurutnya, agama (Islam dan Kristen) memang pada awalnya berpihak kepada kaum tertindas – fakir miskin, orang-orang lemah dan perempuan — tapi setelah melalui proses waktu, agama ternodai oleh intervensi para pemuka agama (ulamâ’) yang memanfaatkan fasilitas kekuasaan untuk berlaku sewenang-wenang. Tak heran jika Nawâl Sa’dâwi pun menulis, “Aku akan bertanggung jawab atas diriku sendiri kepada Allah dan bukan kepada para pemuka agama itu. Maka jikalau ijtihadku salah, sama artinya dengan kesalahan ijtihad mereka”. Walaupun Islam sendiri telah memotivasi umatnya untuk berijtihad (mendayagunakan fungsi akal) dengan memberi “imbalan” atas hasil ijtihadnya walaupun salah. Bahkan dengan sangat frontal Nawâl pun mengutip pendapat psiko analisanya Sigmund Freud yang menganggap bahwa agama hanya sebagai illusi atau “collective neurosis”, sekaligus bahaya yang mengancam kemampuan manusia untuk berfikir kritis dan bebas. Baginya posisi akal di atas segalanya. Dengan akal, manusia mencapai kebenaran, keadilan, kebebasan dan cinta sesama. Empat komponen yang menjadi ukuran kebahagiaan sejati dan kesehatan jiwa 10) Persis dengan apa yang dikemukakan Nasr Hâmid Abû Zaid tentang fungsi akal. 

  
Maka memandang persoalan perempuan dalam perspektif agama dapat dibandingkan dengan kasus perbudakan yang berkembang di masa awalnya Islam. Dalam masyarakat (pra) feodal, perbudakan dibenarkan. Dan para budak pun menerimanya. Namun sikap terhadap perbudakan dan penghambaan ini mulai mengalami perubahan cepat dalam masyarakat yang mulai berkembang ke arah kapitalis dan akhirnya mengalami penghapusan total.11) Pada abad pertengahan para ahli hukum dan teolog muslim mengutip dasar-dasar ajaran al-Qur’ân untuk membenarkan perbudakan dan menggariskan berbagai peraturan tentang bagaimana tata cara pemilikan budak dan melepaskannya. Memiliki budak dipandang sebagai “hak alamiah” dalam masyarakat Muslim  semasa abad pertengahan tersebut, layaknya memiliki barang yang tak bergerak. Seorang budak yang lari dari tuannya dianggap “pendosa.” (praktek ini masih berlaku di negara Saudi Arabiya) Tentu saja ayat-ayat suci digunakan untuk membenarkan pandangan tersebut. 


Kini ketika perbudakan telah dihapuskan dan sama sekali tidak bisa diterima oleh masyarakat beradab, tidak ada lagi orang yang mengutip ayat-ayat suci untuk mempertahankan argumennya atau pun menekankan “hak ilâhiah” bagi pemilik budak. Para teolog Muslim tidak lagi menyerukan “hak” untuk menggauli seorang budak perempuan, hal yang belum lama mereka hentikan. Beberapa ahli tafsir liberal dan modernis tidak menerima konsep hubungan seksual dengan budak perempuan tanpa nikah, atau mencoba menerangkan bahwa ayat-ayat tentang milk al yamîn (mereka yag dimiliki oleh tangan kanan artinya budak perempuan) berarti bahwa pernikahan dengan budak perempuan merupakan alternatif dari perkawinan bebas. 12) Dengan demikian, teori dari hukum “ilâhiat” tidak lagi bisa diterapkan terhadap lembaga perbudakan. Kesadaran kemanusiaan dalam masyarakat modern terkondisi oleh konsep hak-hak asasi  dan harkat kemanusiaan. Hukum-hukum tentang perempuan yang dibuat selama abad pertengahan oleh para ahli hukum meskipun didasarkan atas interpretasi dari kitab suci mustahil untuk diterima oleh perempuan hari ini. 


Jadi kitab suci harus kembali dikaji atau ditafsir ulang agar sesuai dengan kondisi modern. Dalam mengkajinya kita harus memperhitungkan pengaruh-pengaruh sosiologis yang berperan dalam penafsiran kitab suci. Tidak ada sebuah penafsiran sejujur apapun yang bebas dari pengaruh sosiologis tersebut. Para teolog dan ahli hukum pada abad pertama Islam  pun – yang kedudukannya dianggap sangat tinggi dan pendapatnya tidak bisa dipertanyakan kembali — tetap tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh sosiologis tersebut. Formulasi dan interpretasi mereka harus dilihat dari perspektif sosiologis masa itu, ketika perempuan dilihat tidak lebih dari sekedar alat penerus keturunan, pengasuh anak dan penghibur suami. Dalam hal-hal inilah ketentuan al-Qur’ân disalahkaprahkan penafsirannya. 13) Jika memang demikian, maka kita pun mempunyai otoritas untuk menafsirkan teks-teks al-Qur’ân sesuai dengan setting sosial dan kondisi yang berkembang saat ini.

Berkaitan dengan hal itu, sangat tepat untuk ditelaah kembali usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam kontemporer dalam mensikapi fenomena perkembangan sosial yang begitu pesat. Khususnya yang berhubungan dengan konsep pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Salah satu di antara sekian banyak pemikir tersebut adalah Dr. Ing. Mohammaad Syahrur, seorang intelektual muslim yang sangat konsern terhadap problem-problem keumatan, terutama yang berkaitan tentang perlunya rekontruksi pemahaman-pemahaman keagamaan yang sudah tidak relevan lagi (taken for granted). Terlihat dengan sangat inten Syahrur berusaha  untuk memperkenalkan metodologi sematiknya untuk menafsirkan ayat-ayat gender yang terdapat dalam al-Qur’an. Kenapa mesti ayat-ayat gender ? Dalam kontek ini Syahrur pun menulis; Bahwa kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam termasuk dalam bidang yang paling sensitif. Dan sudah banyak yang mencoba untuk mengkajinya, baik itu dari kalangan “pendukung” Islam maupun kelompok yang “memusuhi” Islam. Walau demikian, saya tidak yakin bahwa sudah ada yang melakukan kajian orisinnil terhadap obyek ini, dengan bertolak dari perspektif pertentangan antara kelompok substansialia yang formatnya bisa berubah dan kelompok formalis yang statis di satu fihak, dn dengan esensi kemanusiaan di pihaak lain, seraya menjadikan konsep al-hudud sebagai pilar utama. 14) 
Sekedar contoh dapat saya sebutkan salah satu bentuk interpretasi baru yang ditawarkan oleh Mohammad Syahrur, berkaitan dengan ayat-ayat gender yang dapat mempunyai pengertian lain : Perempuan sebagai “harts” (ladang) bagi laki-laki.

Pengertian ini berlandaskan kepada firman Allah : Nisa’ ukum hartsun lakum fa’tu hartsakum anna syi’tum wa qaddimu li anfusikum wattaqi Allah wa’ lamu annakum mulaquhu wa basysyir al-mu’minin (Q. Surat al-Baqarah; 223) 

Makna : Kata al-Nisa’ –menurut Syahrur—adalah bentuk jamak (plural) dari kata al-Nasi’ah, yang berati (hasil usaha) yang datang belakangan (al-mutaakhar) atau yang baru muncul (al-mustajid). Berbeda dengan penafsiran umum yang mengartikannya seebagai bentuk jamak dari al-mar’ah (perempuan), minghayr lafdziha (tanpa mengikuti bentuk katanya). Sedangkan kata al-harts berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan mencari penghasilan (al-kash) yang berkenaan dengan materi. Berbeda dengan penafsiran umum yang mengartikannya sebagai melempar bibit di atas muka bumi dan disebut sebagai ladang. Sedang kata ganti (dlamir) “kum” adalah kata ganti orang kedua jamak, yang dalam bahsa Arab lazim digunakan untuk kedua jenis kelamin, apabila terdapat dalam susunan katanya ‘qarinah’ (keterangan tambahan) yang menjelaskan maksud. 15) 

Pengertian ayat : Dari penjabaran kosa kata di atas, kita bisa menerjemahkan ayat tersebut dalam sebuah format baru yang berbeda dengan yang biasa dikenal : “Hasil usaha kalian (wahai laki-laki dan perempuan,) adalah kapital yang kalian kumpulkan dari pekerjaan kalian. Maka perlakukanlah pekerjaan kalian seperti yang kalian kehendaki. Dan kerjakanlah perbuatan yang menguntungkan kalian dan bertakwalah kepada Allah (dalam pekerjaan kalian itu. Pen). Serta ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman”.
Dari apa yang dikemukakan diketahui, setidaknya Dr. Ing. Mohammad Syahrur telah mencoba menawarkan salah satu bentuk metodologi penafsiran baru terhadap ayat-ayat gender dengan magnum opusnya “al-Kitab wal Qur’an” yang mungkin mempunyai pengertian baru dari yang selama ini kita pahami. Layaknya sebuah ide baru, metodologi interpretasi seperti ini tidak lepas dari kritik bahkan hujatan. Yang karena keterbatasan ruang dan waktu tidak memungkinkan untuk dijelaskan di sini lebih lanjut. Namun paling tidak, apa yang sudah dicapai oleh Mohammad. Syahrur dengan “bacaan kontemporernya” patut untuk dihargai sebagai karya yang menumental. Komitmen keislaman penulisnya yang tinggi serta wawasannya yang luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, telah membuka cakrawala baru bagi diskursus pemikiran keislaman

Proporsionalisasi Bukan Dominasi ; Tawaran Solusi


Dari desposisi yang begitu panjang, sampailah kita kepada satu pertanyaan, apa sih yang sebenarnya hendak dicapai dari sebuah gerakan perjuangan perempuan dalam Islam ? Dan bagaimanakah sebenarnya posisi perjuangan perempuan dalam diskursus intelekutal kita ? Secara umum dapat dikatakan, gerakan perempuan dalam Islam berada dalam posisi yang dilematis sekali. Satu kelompok menganggap tidak ada hal yang perlu dipersoalkan dengan perempuan. Sedang kelompok lain, menganggap nasib perempuan belumlah tuntas. Kelompok pertama memandang bahwa; Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Kelompok ini biasanya mengkritik gerakan perempuan model Barat yang dinilainya tidak Islami. Dengan menyatakan bahwa tidak ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ada adalah kesamaan dalam ketidaksamaan. Sebab nyatanya selain kesamaan yang diungkap dalam al-Qur’an ternyata lebih banyak ketidaksamaannya. Karena pada prinsipnya perempuan dan laki-laki itu memang berbeda secara fisikal dan biologis. Menurut mereka gerakan perempuan yang terbaik adalah dedikasi kaum perempuan dalam rumah tangga, membantu suami sebagai pembela dan penjaga moralitas keluarga. Sebab krisis moral yang melanda generasi muda disebabkan oleh kecilnya andil perempuan sebagai penjaga dan pengayom rumah tangga.


Sedang kelompok kedua, menganggap persoalan nasib perempuan belumlah tuntas. Masih banyak sisi yang seharusnya mendapatkan perhatian. Secara teoritis dan metodologis kelompok ini banyak mengambil konsep dari gerakan perempuan di Barat, meskipun tanpa kritik. Hal ini dilakukan, karena secara metodologis dan teoritis, feminisme Barat memang lebih memiliki landasan gerakan yang bersifat paradigmatis dan epistimologis. Walau demikian, secara ideal dan normatif kelompok moderat ini tetap menggunakan al-Qur’an dan sunnah Nabi sebagai landasan gerakannya, dengan tetap menggunakan model tidak aksi pendekatan gerakan feminisme Barat. Maka dari itu, kelompok ini tidak memandang peranan domestik kaum perempuan sebagai kemunduran asal dilaksanakan tidak secara terpaksa dan dipaksa oleh laki-laki. 16) 


Menanggapi posisi gerakan perempuan yang dilematis tersebut, Nawal Saa’dawi menyatakan; bahwa penghujatan dominasi lelaki atas perempuan agaknya memang sudah menjadi trend globalisasi, sejalan dengan era kebangkitan perempuan. Karena al-Qur’an sendiri menyinggung hal–hal yang berbau dominatif, dan itu akan selalu dipermasalahkan. Pada dasarnya Al-Qur’an berlaku sangat realistis dengan menyatakan bahwa pada sisi tertentu, lelaki lebih dominan atau lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, perempuan pun dalam sisi tertentu lebih dominan atau bertanggung jawab dari lelaki. Secanggih apapun kehidupan manusia, dominasi ini tetap ada. Karena memang kecenderungan psykis keduanya lah yang menjadikan terciptanya proses dominasi. Bukan saja karena kondisi Arab yang menyebabkannya. Namun kehidupan manusia seantero bumi manapun memang seperti itu. Sebenarnya bukan dominasi yang dikehendaki Islam, namun proporsionalisasi tugas. Proporsionalisasi tugas perempuan dan lelaki itulah yang mau tidak mau akan menghambat timbulnya dominasi. Tidak akan bisa dibayangkan sebuah masyarakat hidup tanpa dominasi. Aturan perkawinan harus dijungkir balikkan, konvensi-konvensi nasional maupun internasional harus dirombak, pemimpin rumah tangga harus ditentukan dengan sebuah perjanjian dan seterusnya. Sebuah kondisi yang tidak konduksif. Untuk itu, tawaran proporsionalisasi tugas patut dipertimbangkan sebagai solusi alternatif. Atau paling tidak, sebagai jalan tengah. Wallahu a’lam bimuradihi.
CATATAN :
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2. Tashwirul Afkar, Edisi, No, 5 Tahun, 1999, hal. 1

3. Ibid.

4. Dr. Ing. Mohammad Syahrur, “Al-Kitab Wal-Qur’an, Qira’ah Muasyirah” (Kairo, Sina Publiser) Cet. 1. 1990, hal. 592.

5. Jurnal Ulumul Qur’an, No: 03, Vol. VI. Tahun, 1995. Hal. 111.

6. Al-Qur’an terjemah Departemen Agama, umumnya saya menggunakan untuk merujuk tentang arti teks Qur’an secara leterlek. 

7. Tashwirul Afkar, Op. Cit. hal. 13

8. Ibid, hal. 1

9. Nawal Sa’adawi, lulusan program pasca sarjana, Darul Ulum di Kairo. Seorang yang inten memperjuangkan gerakan feminisme Arab.

10. Nawal Sa’adawi, “Al-Untsa’ Hiya al-Ashal, (Iskandariya, Daar Nasry tatbieq Wal Mustaqbal). Hal. 23 (Tanpa tahun).

11. Jurnal Ulumul Qur’an, No. 3 Vol. V Tahun. 1994.

12. Maulana Abd. Kalam Azad, Tarjuna al-Qur’an (Delhi, 1980). Hal. 366. Lihat juga Maulana Umar Ahmad Utsmani, Vol. II

13. Ibid.

14. Mohammad Syahrur. Op. Cit. hal. 593-597.

15. Ibid.

16. Tashwirul Afkar. Op. Cit. hal. 9-10

_____________________________

Zacky S. Bahruddin. Lucu  

3
2

